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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat 

Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang” ini ditulis oleh Anjas Saputra, 

NIM: 632019014, sebagai pembimbing skripsi I adalah Bapak Drs. Ruskam 

Sua’idi, M.H.I. dan pembimbing skripsi II adalah Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I. 

Permasalahan yang diteliti yakni menganalisis determinan atau faktor-faktor yang 

menyembabkan terjadinya pernikahan siri dan Relevansinya dengna isbat nikah di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis determinan atau faktor-faktor yang menyembabkan terjadinya 

pernikahan siri dan Relevansinya dengna isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 

1A Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun alat 

pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Literatur, observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan.  Dari hasil penelitian, determian atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi pernikahan siri relevan dengan isbat nikah yang ada di Pengadilan 

Agama Kelas 1A Palembang. 

Kata kunci: Nikah Siri, Isbat Nikah, Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya manusia berusaha mempertahankan hidup dan 

kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan 

yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan 

dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia yaitu hasrat 

untuk mempertahankan keturunan.1 

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan 

manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua 

individu dan dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam 

firman Allah SWT: 

وَدَّةٗ وَ  جٗا ل ِتسَۡكُنوُٓاْ إِليَۡهَا وَجَعَلَ بيَۡنكَُم مَّ نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوََٰ تِهِٓۦ أنَۡ خَلقََ لكَُم م ِ لِكَ  وَمِنۡ ءَايََٰ  إِنَّ فيِ ذََٰ
رَحۡمَة ًۚ

قَوۡمٖ يتَفَكََّرُونَ لَٓ  تٖ ل ِ ( ٢١: سورة الروم  )يََٰ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir,” (Q.S Ar-Ruum: 21).2  

1  C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hal. 32 
2  Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur‟an dan Terjemahannya, Jakarta: ATLAS, 

2000, hlm. 644. 
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خَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ  احِدةٍَ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ آيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقكَُمْ م ِ ا  يَٰ هُمَا رِجَالً  كَثيِْر 

نسَِاۤء  ًۚ وَاتَّقوُا  َ الَّذِيْ تسََاۤءَلوُْنَ وَّ َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِْب  اللّٰه ( ١سورة النساء : )    بِهٖ وَالًْرَْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰه  

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan 

pasangannya (Hawa) dari (diri)- nya; dan dari keduanya Allah 

Memperkembangbiak kan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwa lah 

kepada Allah yang dengan nama-ya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu“. 

(Q.S. An-Nisa : 1) 

Menurut (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya) 

جْ،  فَإِنَّهُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتزََوَّ

وْمِ فَإِنَّهُ لهَُ وِجَاء    .لمَْ يسَْتطَِعْ فعََلَيْهِ بِالصَّ

 Artinya: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian 

berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih 

menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang 

siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu 

dapat membentengi dirinya." 

 Selain menyempurnakan separuh agama, Allah juga akan menolong mereka 

yang menikah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yakni: 

         (HR. Ahmad no. 7416) 

يدُ ثلَََث  كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنهُُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتعَْفِفُ، وَالْمُكَاتبَُ يرُِ 

 الْْدََاءَ 
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Artinya:”Ada tiga kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah: (1) 

mujahid di jalan Allah; (2) pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri; 

dan (3) budak yang berusaha memerdekakan diri (agar lebih leluasa beribadah).” 

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur 

kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan 

yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.3 Selain itu, 

pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat 

dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.4  

         Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat 

aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang 

merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam 

adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.5 

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al- Qur'an maupun al-

Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syari‟at Islam. 

Lain halnya dengan ayat mu‟amalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu 

3 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348. 
4  Abdul Jalil (eds), Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan), Yogyakarta: LKiS, 

2000, hlm. 285. 

5 Dadi Nurhaedi, Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa 

Jogja),Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm. 25. 
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diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan 

berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan 

perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan 

ketertiban perkawinan dalam masyarakat.6 Melalui pencatatan perkawinan, suami 

istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang 

telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak 

bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.7 

 Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia 

mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Sebagian 

masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi 

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal 

dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau 

nikah dibawah tangan. 8  

 Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan masyarakat umumnya 

juga masih belum memiliki kesamaaan rumusan yang menimbulkan perbedaan 

persepsi terhadap nikah siri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah 

siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif serta begitu juga sebaliknya, ada 

yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat 

 
6  Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, 

hlm. 107 
7 Ibid,. hlm. 107 
8 Dadi Nurhadi, op.cit., hlm. 26. 
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dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah siri dianggap sebagai suatu 

deviasi atau penyimpangan. 9 

 Di kalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah “nikah siri” dan 

“nikah dibawah tangan” tersebut sama artinya. 10  Maka, terlebih dahulu perlu 

mengidentifikasikan pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi 

agar tidak terjadi kerancuan istilah yang menyebabkan kesalah pahaman. 

 Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat di 

Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya 

pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 

provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 

78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen. 

 Dari segi etimologi, kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yang artinya 

harfiyah  rahasia”. Jadi, nikah siri artinya nikah rahasia (secret marriege).  

Menurut terminologi fiqh Maliki, nikah siri yang artinya: 

          “Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya 

atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.”11 

 Secara harfiah sirri itu artinya rahasia. “Jadi nikah sirri adalah pernikahan 

yang di rahasiakan dari pengetahuan orang banyak”.12 Adapun menurut Madzhab 

Syafi'i dan Madzhab Maliki mendefinisikan nikah sirri sebagai berikut:  

 
9 Ibid., hlm. 27-28. 
10  Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum 

Islam dan Hukum Positif”, dalam Mimbar Hukum, VII, 28, 1996, hlm. 7. 
11  Dikutip dari www.masmuluk-duniahukum.com, “Nikah Dibawah Tangan”, Posted by Mas 

Muluk SHI, 1 Agustus 2022 
12 Dodi Ahmad Fauzi, Nikah Sirri Yes or No, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 12 
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 Menurut Madzhab Syafi’i, “Nikah sirri adalah: pernikahan yang tidak 

dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)”.13 Sedangkan dari 

Madzhab Maliki,”Nikah sirri adalah: pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai 

wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi”.14 

  Para Fuqoha‟ sepakat bahwa nikah siri seperti itu tidak sah (batal) karena 

tidak ada kesaksian. Namun apabila para saksi telah berjanji untuk merahasiakan 

dan tidak mempublikasikannya, para Fuqoha‟ sepakat bahwa hukumnya makruh 

dan mengenai keabsahannya masih kontroversial. Suatu pernikahan tidak disebut 

siri dan sah menurut syari‟at apabila dalam akad nikah dihadiri oleh para saksi dan 

dipublikasikan. Dalam hal kesaksian, ada yang berasumsi bahwa keberadaan para 

saksi dalam akad nikah itu berarti telah keluar dari siri dan kesaksian itu berarti 

terang-terangan. Jadi, akad nikah yang disebabkan adanya wasiat atau pesan kepada 

para saksi untuk merahasiakannya tidak memengaruhi sah dan tidaknya suatu  akad 

nikah. Ada juga yang berasumsi bahwa akad nikah yang tidak dihadiri para saksi 

maupun dihadiri namun disertai pesan untuk merahasiakannya, maka akad nikah 

tersebut dianggap batal dan makruh.15 

 Pendapat Syalthut di atas diangkat dari fenomena social Mesir atau Timur 

Tengah. Dalam konteks Indonesia, konsep nikah siri telah mengalami pergeseran 

arti dan berbeda dengan yang dimaksud oleh fiqh. Nikah siri yang dipahami selama 

ini adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta diketahui 

banyak orang, tetapi tidak dicatatkan.16 

 
13 Ibid. h. 22. 
14 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: 2001, h. 15. 
15Dadi Nurhaedi, op.cit., hlm. 14-16 
16 Abdul Jalil (eds), Fiqh Rakyat, op.cit., hlm. 288 
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 Sedangkan menurut Miftah Faridl, nikah siri bisa berarti nikah yang telah 

memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syari‟at Islam, tetapi tidak dicatatkan 

kepada pencatat nikah atau nikah sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam dan 

dicatatkan, tetapi tidak dipublikasikan. Konsep nikah siri seperti itu sah secara 

agama sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam, namun tidak 

sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. 17  Namun dalam 

pelaksanaan nikah tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu sesuai pesan Nabi 

SAW agar nikah itu dipublikasikan, diwalimahkan, dan disebarluaskan kepada 

keluarga dan tetangga.18 

 Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah dibawah tangan muncul sejak 

diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 

1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Dalam hal ini 

menyebutkan bahwa nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak 

menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut 

hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa 

pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah dibawah tangan 

adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut 

hukum adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.19  

 Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah 

bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan 

 
17 Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 54. 
18 bid, hlm. 54 
19 Masjfuk Zuhdi, op.cit., hlm. 10-11 



8 

  

 
 

Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianut. 20Selama 

perkawinan ini belum terdaftar, maka perkawinan itu masih belum dianggap sah 

menurut ketentuan hukum negara, sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan 

tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai 

suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekadar memenuhi 

administrasi perkawinan saja, yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan. 

 Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh UU Perkawinan No. 1 

tahun 1974, tetapi juga diatur oleh UU No. 2 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 

1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan 

Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

mengatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh 

pegawai yang ditunjuk olehnya.20 Sementara itu, KHI Pasal 4 juga menyebutkan 

bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".21 

 Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang 

berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi 

Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan 

syari‟at Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. Sedangkan 

 
20  Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI 

Press, 1986), cet. Ke-5, hal. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama 

muslim maupun dengan non muslim. 
21 Kompilasi Hukum IslamPasal 4. 
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mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban 

administratif. Pendapat yang lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi 

ketentuan UU perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 

ayat (2) mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut 

merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila 

dilakukan menurut syari‟at Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah 

(PPN).22Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “nikah 

dibawah tangan”.22 

 Walaupun undang-undang perkawinan nasional sudah merumuskan dengan 

jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, di dalam praktiknya masalah 

pencatatan perkawinan ini masih menjadi suatu problematika dimasyarakat. Oleh 

karena itu untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut yang 

merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian 

sosiologis.  

 Guna mencari informasi yang faktual dari pelaku nikah siri dan orang-orang 

yang melakukan pemaknaan terhadap kasus ini, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi seobyektif 

mungkin tentang nikah siri. Dalam hal ini, Sehingga peneliti akan membahas skripsi 

ini dengan judul  

“DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN      

ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG”. 

 
22 Ibid., hlm. 11-12 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa determinan pernikahan siri yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Palembang? 

2. Relevansi Determinan Pernikahan Siri dengan isbat nikah di Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Palembang? 

3. Apa akibat dari Pernikahan Siri ? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan buku panduan penelitian skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dan untuk memudahkan 

pembahasan serta tidak menyalahi sistematika panduan penelitian skripsi, sehingga 

membawa hasil yang diharapkan, maka peneliti membatasi permasalahan yang 

akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan penelitian ini, peneliti hanya 

membahas tentang Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat 

Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang saja. Adapun pendapat dan 

hukum lain di luar judul di atas tidak peneliti bahas di Skripsi ini. 

D. Tujuan dan Manfaaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui determinan pernikahan siri yang ada di Pengadilan 

Agama Kelas 1A Palembang. 

b. Untuk menganalisa relevansi pernikahan siri dengan isbat nikah di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. 
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c. Untuk menganalisa bagaimana dampak yang terjadi akibat pernikahan  

siri bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara Akademis 

1) Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang 

diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi 

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu 

pengetahuan hukum kepada masyarakat. 

b. Manfaat secara Praktis 

1) Hasil dari penelitian ini untuk laki-laki dan perempuan yang sudah 

baligh. 

2) Diharapkan berguna untuk menjadi acuan atau pertimbangan bagi 

penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat. 

3) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap 

tentang Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat 

Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang / pemerintah. 
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